BAB Il

PENUTUP

Pada Bab Il telah diuraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa
Sayut Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan
Barat dalam mengawasi penyelenggaraan Pemerintah Desa di Desa Sayut. Dalam bab
ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan serta saran-saran yang berhubungan

dengan hasil penelitian.

A. Kesimpulan
1. Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sayut sudah melaksanakan tugas
dan fungsinya dalam mengawasi penyelenggaraan Pemerintah Desa di
Desa Sayut Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu,
Kalimantan Barat. Hal ini didasarkan pada penjelasan yang disampaikan
olen Aparat BPD Desa Sayut dan Aparat Pemerintah Desa, namun
berdasarkan pengakuan masyarakat Desa Sayut fungsi pengawasan BPD
terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa di Desa Sayut belum

sepenuhnya berjalan dengan baik.
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2. BPD di Desa Sayut Dalam Pelaksanaan tugas dan fungsi mengawasi

penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Sayut terdapat beberapa

kendala antara lain :

a)

b)

d)

Agenda rapat rutin yang seharusnya dilaksanakan setiap 35 hari
sekali, tetapi faktanya BPD Desa Sayut tidak selalu
menyelenggarakan rapat tersebut dengan alasan tidak ada hal
yang perlu dibahas.

Masih jarangnya kesadaran dari anggota BPD itu sendiri untuk
menghadiri rapat, baik yang diselenggarakan oleh BPD itu sendiri
maupun oleh Pemerintah Desa.

Adanya ketidak disiplinan dikalangan anggota, yaitu masih sering
ada yang terlambat dating pada saat rapat.

Syarat untuk menjadi anggota BPD belum terlalu diperhatikan hal
ini terlihat dari masih mendominasinya anggota BPD yang hanya
berlatar belakang pendidikan sampai tingkat Sekolah Dasar (SD)
serta batasan umur yang seharusnya maksimal umur hanya 50
Tahun, akan tetapi dalam keanggotaan BPD Desa Sayut masih
didominasi oleh warga yang berumur lebih dari 50 Tahun. Syarat
tersebut sangat berpengaruh pada pola pikir dan kinerja kerja

anggota BPD tersebut.
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B Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka dikemukakan beberapa saran

sebagai berikut :

1.

Diperlukan peningkatan kerja dan pelayanan yang baik dari Badan
Permusyawaratan Desa di Desa Sayut, hal ini bertujuan supaya dalam
mengawasi jalannya penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa
Sayut bisa berjalan degan sebagai mana mestinya.

Ditingkatkannya sumber daya manusia dari anggota BPD di Desa
Sayut agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik
melalui pemilihan anggota BPD yang sesuai dengan syarat dan
ketentuan yang berlaku baik dalam UU, PP maupun Perda serta
diwajibkan mengikuti penyululuhan atau sosialisasi yang dilaksanakan
oleh Pemerintah Daerah ataupun Dinas terkait.

Diperlukan adanya sosialisasi terhadap keberadaan BPD kepada
masyarakat, agar masyarakat mengetahui dan paham mengenai
kedudukan dan fungsi yang sebenarnya dari Badan Permusyawaratan

Desa.
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